g \

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Bentuk Dana Perwalian
: Selasa, 01 Maret 2022

: Kompas
5

Bentuk Dana Perwalian

Mekanisme dana perwalian bagi korban kekerasan seksual mendesak dibentuk. Hal itu
bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak restitusi korban.

JAKARTA, KOMPAS — Mekanisme
dana perwalian bagi kerban ke-
kerasan seksual diusulkan un-
tuk masuk pembahasan Ran-
cangan Undang-Undang Tin-
dak Pidana Kekerasan Seksual.
Hadirnya mekanisme dana per-
walian diharapkan menjamin
pemenuhan  hak  restitusi
korban sebagai bagian  dari
respons negara atas upaya pe-
mulihan korban.

Peneliti Institute for Crimi-
nal Justice Reform (ICJR) Mai-
dina Rahmawati mengutara-
kan, mekanisme dana perwa-
lian bagi korban kekerasan sek-
sual (victim trust fund) dapat
jadi peluang bagi implementasi
hak restitusi (penggantian ke-
rugian) korban. Sebab, belum
ada ketentuan jelas yang meng-
atur hal ini. Masuknya meka-
nisme ini dalam Rancangan
Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan  Seksual  (RUU
TPKS) akan menjadi terobosan
pemberian hak-hak korban.

Selama ini, hak restitusi
korban kerap tak bisa dipenuhi,
antara lain, karena pelaku ada-
lah keluarga atau orang ter-
dekat korban sehingga permin-
taan restitusi diganti dengan
hukuman pengganti. Penyele-
sajan kasus kekerasan scksual
pun jarang melalui putusan
pengadilan, Di sisi lain, imple-
mentasi restitusi sesuai putus-

an pengadilan amat minim.

"Ada  ketidakjelasan posisi
restitusi bagi korban kekerasan
seksual,” kata Maidina dalam
diskusi bertajuk "Menghadir-
kan Mekanisme Vietim Trust
Fund dalam RUU TPKS”, Senin
(28/2/2022), yang disiarkan da-
lam jaringan (daring).

Ada tiga undang-undang yang
menyebut mekanisme ini, yakni
UU Perlindungan Saksi dan
Korban, UU Tindak Pidana Per-
dagangan Orang, dan UU Per-
adilan Anak. Namun, dalam un-
dang-undang itu, restitusi jadi
mekanisme penghukuman  se-
hingga pelaku kebanyakan me-
milih penerapan pidana peng-
ganti, Akibatnya, itu tak mem-
berikan kejelasan nasib korban.

Praktik dana perwalian ini
telah berusaha dilakukan Lem-
baga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK). Melalui pen-
dekatan rehabilitasi psikososial
sebagai bagian dari pemulihan
korban, LPSK memberi jamin-
an rehabilitas medis, psikologi
dan mental, pemulihan dari tra-
uma korban, dan rumah aman.
Mereka juga mendapat anggar-
an pembiayaan pemulihan ke-
hidupan sosial.

Wakil Ketua LPSK Susila-
ningtias memaparkan, lemba-
ganya memiliki program per-
lindungan dan pemulihan bagi
korban, tetapi selama ini di-

dominasi korban terorisme dan
kekerasan seksual.

Dalam melaksanakan prog-
ram itu, sejumlah kendala di-
temui, antara lain, keterbatasan
anggaran dan ada penghapusan
pembiayaan pemulihan medis
bagi korban kekerasan scksual
oleh Badan Penyelenggara Ja-
minan- Sosial. "Selain itu, ada
pula keterbatasan kewenangan
lembaga atau kementerian, dan
program pemulihan kurang si-
stematis,” katanya.

Munculnya ide agar ada dana
perwalian bagi korban kekeras-
an' seksual - ditanggapi positif
oleh LPSK Adanya dana itu
akan memastikan korban men-
dapat dana restitusi dari pelaku.
Kalaupun pelaku tidak mampu
membayar dana restitusi itu,
ada badan pengelola dana per-
walian yang dijalankan dengan
mekanisme kompensasi - dari
negara sebagai gantinya.

Maidina menambahkan, dua
mekanisme itu ialah
penggantian kerugian dengan
restitusi yang dilakukan pelaku,
alaupun penggantian kerugian
dengan kompensasi yang di-
berikan negara, dalam meka-
nisme victim trust fund. Me-
kanisme ini harus diatur lebih
rinci dalam RUU TPKS.

Pembahasan mendalam
Ketua Panitia Kerja RUU

TPKS vyang juga Wakil Ketua
Badan Legislasi (Baleg) DPR
Willy Aditya mengatakan, pem-
buat kebijakan dapat menerima
usulan tentang dana perwalian
itu. Untuk memperjelas usulan
itu dan rincian mekanisme yang
dimaksud, Baleg harus berdis-
kusi kelompok terarah (focused
group discussion/FGD) dengan
kalangan masyarakat sipil atau-
pun pakar.

"Prinsipnya, kami bisa me-
nerima usulan itu. Untuk me-
najamkannya dalam pembahas-
an bersama pemerintah, kami
perlu mengajak teman-teman
[CJR dan pakar lainnya mem-
bahas ini,” kata Willy.

Saat ini, surat presiden ten-
tang menteri-menteri yang ditu-
gasi berikut daftar inventarisasi
masalah (DIM) telah diterima
DPR pada 11 Februari 2022, Na-
mun, surat itu belum dibahas di
tingkat pimpinan sehingga be-
lum dibacakan dalam rapat pa-
ripurna. Karena itu, meski Baleg
mengantongi izin untuk mem-
bahas RUU TPKS di masa reses,
hal itu belum dapat dilakukan.

"Kami menanti pembahasan
tingkat pimpinan, dan surpres
(surat presiden) itu dibacakan
dalam rapat paripurna. Karena
itu, RUU ini akan berproses
kembali pada 14 Maret 2022
ketika masa sidang berikutnya
dimulai,” katanya.

Sementara anggota Baleg dari
Fraksi Golkar, Christina Aryani,
mengatakan, pihaknya sepen-
dapat dengan masukan dari
ICJR dan LPSK terkait per-
lunya dana perwalian itu. Na-
mun, masukan itu harus di-
bahas lebih matang dalam dis-
kusi terbatas. "Hal penting lain-
nya ialah siapakah yang akan
mengelola dana itu dan bagai-
mana mekanisme pengelolaan-
nya,” ucapnya. (REK/SON)
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